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Abstrak 

Pembatasan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon untuk rumah tinggal 

yang berasal dari tanah Negara oleh Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut : a. Untuk 

setiap bidang tanah yang dimohonkan luasnya tidak boleh lebih dari 2000 M2; b. Setiap 

pemohon dibatasi pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 ( 

lima ) bidang tanah yang luas keseluruhannya 5000 ( lima ribu ) M2. Dalam proses 

pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan adalah sebagai 

berikut : a. Pemohon mengisi surat permohonan; b. Permohonan dilampiri dengan 

sertipikat tanah yang bersangkutan; c. Adanya bukti penggunaan tanah untuk rumah 

tinggal; d. Foto copy SPPT PBB; e. Identitas pemohon diperiksa, sesuai atau tidak dengan 

kepemilikan tanah yang dimohon; f. Bukti perolehan hak atas tanah dan bangunan; g. 

Dokumen lengkap diserahkan pada loket III; h. Setelah diloket III pemohon datang ke 

loket IV untuk melakukan pembayaran; i. Lalu Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ( 

PHI ) meneliti dokumen; h. Setelah disetujui Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ( PHI 

) dokumen diserahkan pada seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah kemudian diserahkan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan; i. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan 

permohonan dan diganti dengan sertipikat baru, kemudian diserahkan kembali pada 

Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ( PHI ); j. Untuk Kasubsi PHI mengadakan 

pembukuan dan menyerahkan kepada petugas loket VI; k. Petugas loket VI 

mengembalikan kepada pemohon yang bersangkutan. 
 

Kata Kunci : Peralihan Hak, Hak Milik, Hak Guna Bangunan 
 

Abstract 

Restrictions on granting ownership rights to land requested for residential homes 

originating from state land by the Land Office are as follows: a. For each parcel of land 

that is applied for, the area cannot be more than 2000 M2; b. Each applicant is limited to 

ownership of land rights for residential houses of no more than 5 (five) parcels of land 

with a total area of 5000 (five thousand) M2. In the implementation process of granting 

Ownership Rights on land with the status of Building Use Rights are as follows: a. The 

applicant fills out the application letter; b. The application is accompanied by a certificate 

of the land concerned; c. There is evidence of land use for housing; d. Photocopy of SPPT 

PBB; e. The identity of the applicant is checked, in accordance with the ownership of the 

land requested; f. Evidence of acquisition of land and building rights; g. Complete 

documents submitted at counter III; h. After counter III the applicant comes to counter IV 

to make payments; i. Then the Head of the Subsidiary for Registration of Rights and 

Information (PHI) examines the documents; h. After being approved by the Head of 

Subsidy for Registration of Rights and Information (PHI), the documents are submitted to 

the Land Measurement and Registration section and then submitted to the Head of the 

Land Office; i. The Head of the Land Office examines the completeness of the application 

and replaces it with a new certificate, then returns it to the Head of Subsidy for 

Registration of Rights and Information (PHI); j. For the Head of Subsidy at PHI, the
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bookkeeper shall keep books and submit it to the counter VI officer; k. The counter VI 

officer returns it to the applicant concerned. 
 

Keywords: Transfer of Rights, Property Rights, Building Use Rights 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan faktor yang sa-

ngat penting dalam kehidupan suatu masya-

rakat, terlebih-lebih di lingkungan masyara-

kat Indonesia yang sebagian besar pendu-

duknya menggantungkan kehidupannya da-

ri tanah.
1
 Dalam rangka pembangunan Na-

sional untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ta-

nah juga sebagai modal utama baik sebagai 

wadah pelaksanaan pembangunan maupun 

sebagai faktor produksi untuk menghasil-

kan komoditas-komoditas perdagangan gu-

na meningkatkan Pendapatan Nasional. 

Selain sandang dan pangan, manusia 

juga membutuhkan tanah, karena sejak ma-

nusia di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha 

Esa, tanah banyak dibutuhkan manusia se-

bagai tempat tinggal. Tanah sangatlah pen-

ting bagi kehidupan manusia, dan dalam hal 

ini pemerintah juga mempunyai Undang-

Undang yang mengatur tentang pertanahan. 

Karena akibat dari mahalnya harga tanah, 

masyarakat enggan untuk mengurus kepe-

milikan tanah sebagai tempat tinggal, dika-

renakan tidak mempunyai biaya untuk me-

ngurus tanah karena faktor perekonomian 

yang sangat lemah, sehingga dalam peng-

gunaannya, masyarakat tidak memperhati-

kan adanya peraturan yang berlaku. Disam-

ping faktor ekonami mahalnya harga tanah, 

juga dikarenakan sifat manusia yang suka 

berpindah-pindah tempat. 

Tanah merupakan sarana utama dari 

lingkungan alam yang memberikan arti fu-

ngsional bagi masyarakat,
2
 terutama untuk 

rumah sebagai tempat tinggal manusia. 

Dalam realitasnya, masih banyak pemilik 

tanah yang belum memiliki sertipikat tanah 

                                                           
1
Harsono, Boedi, 2002. Hukum Agraria 

Indonesia : Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum 

Tanah. Jakarta : Djambatan 
2
Ibid 

sebagai tanda bukti kepemilikan Hak Milik 

atas tanahnya. Apabila tanah sudah mereka 

dapatkan, manusia akan mempertahankan 

tanah tersebut sebagai kekayaan turun te-

murun. Keputusan Menteri Negara Agraria 

/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 

tahun 1998 menerangkan bahwa tanah se-

bagai tempat tinggal manusia dan dapat 

digunakan untuk hidup secara nyaman dan 

tentram tanpa ada gangguan apapun, a-

salkan berdasarkan Undang-Undang yang 

berlaku. 

Tanah sebagai dasar berpijaknya 

sebuah bangunan rumah untuk sarana tem-

pat tinggal berperan sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat.
3
 Persoalan hak atas 

tanah pada dasarnya berkaitan dengan sta-

tus hukum seluruh bidang tanah yang akan 

dimohonkan haknya dan pengaturan me-

ngenai status tanah tidak dapat dipisahkan 

dari eksistensinya di negara hukum. Hubu-

ngan antara pemegang hak dengan tanah 

yang dihaki merupakan hubungan yang e-

rat, yaitu untuk memungkinkan pemegang 

hak atas tanah menggunakan dan memakai-

nya guna memenuhi suatu kebutuhan ter-

tentu. 

Pemberian Hak Milik untuk rumah 

tinggal melalui proses peningkatan hak atas 

tanah adalah pemberian Hak Milik dari ya-

ng masih berstatus Hak Guna Bangunan.
4
 

Apabila habis jangka waktu Hak Guna Ba-

ngunan tersebut, dan pemegang hak atas 

tanah tidak melakukan proses pembaharuan 

lagi, maka tanah tersebut menjadi tanah Ne-

gara. Untuk itu pemegang hak harus selalu 

memperhatikan pembaharuan Hak Guna 

Bangunannya lagi.Untuk memberikan ke-

pastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas tanah atau hak-

                                                           
3
Harsono, Boedi, 2002. Hukum Agraria 

Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan 

Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan. 
4
Ibid 
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hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 

membuktikan bahwa dirinya sebagai peme-

gang hak atas tanah yang bersangkutan, pe-

megang Hak Guna Bangunan yang telah 

dijadikan Hak Milik untuk rumah tinggal 

mendapat sebuah sertipikat. Sertipikat diter-

bitkan untuk kepentingan pemegang hak 

yang bersangkutan dengan data fisik dan 

data yuridis tanah yang telah didaftarkan 

dalam buku tanah, dan diserahkan kepada 

pihak yang namanya tercantum dalam buku 

tanah yang bersangkutan sebagai pemegang 

hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan 

olehnya. 

Sehubungan dengan itu, berbagai 

jenis hak atas tanah menurut ketentuan 

UUPA adalah untuk memenuhi keperluan 

pemegang hak atas tanah dan memberikan 

perubahan hak atas tanah yang sudah di-

punyainya menjadi hak atas tanah jenis 

lainnya. Pada dasarnya perubahan hak atas 

tanah menjadi hak atas tanah lainnya terdiri 

dari pelepasan hak atas tanah semula yang 

dikuasai dengan penetapan pemberian hak 

atas tanah yang baru. Kepada masyarakat 

yang akan melaksanakan harus berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepa-

la Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 

1998 dan harus memenuhi syarat peningka-

tan hak atas tanah yaitu harus mempunyai 

surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 

dan sertipikat Hak Guna Bangunan yang 

asli harus diserahkan kepada Kantor Perta-

nahan. 

Hak Guna Bangunan mempunyai 

banyak kelemahan, salah satunya, sertifikat 

Hak Guna Bangunan (HGB)  tidak menan-

dakan Anda sebagai pemilik lahan, melain-

kan hanya memperbolehkan Anda menggu-

nakan lahan tersebut seperti membangun 

bangunan di atas lahan untuk buka usaha 

atau tempat tinggal. Sertifikat ini pun me-

miliki jangka waktu, yaitu maksimal 30 ta-

hun. Setelah masa berlaku habis, pemilik 

harus memperpanjangnya dan ada biaya 

perpanjang Hak Guna Bangunan (HGB). 

Jika tidak, pemilik mesti mengembalikan 

lahan ke pemilik yang sebenarnya, yaitu ne-

gara, pengelola, atau perorangan. Masyara-

kat diberikan Hak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai ketika memohonkan sertifikat 

untuk pertama kali apabila alas hak ta-

nahnya bukan berasal dari girik. Karena ji-

ka alas hak tanahnya berupa girik maka 

permohonan konversi hak untuk pertama 

kali diberikan SHM, sesuai dengan keten-

tuan dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau 

UUPA. 

Tanah yang diberikan Hak Guna Ba-

ngunan (HGB) untuk pertama kali, asalnya 

bisa jadi berupa tanah pekarangan, tega-

lan, eigendom verponding, tanah sewa kota 

praja, tanah kavling instansi tertentu yang 

diperuntukkan bagi karyawannya, tanah 

kavling negara occupatie vergunning (khu-

sus DKI Jakarta, terutama di daerah Tebet 

dan Bintaro dimana tanah tersebut dikave-

ling oleh negara untuk penampungan ma-

syarakat yang kena gusur pada saat pem-

bangunan Komplek Olah Raga Senayan 

untuk Asian Games 1962).
5
Lainnya, Hak 

Guna Bangunan (HGB)diberikan untuk 

pemohon badan hukum Perseroan Terbatas 

(PT) karena Perseroan Terbatas (PT) tidak 

diperkenankan memperoleh SHM. 

Jenis alas hak lainnya yang dibe-

rikan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk 

permohonan hak pertama kali adalah bekas 

tanah partikulir, surat keterangan tanah dari 

kepala desa dan kecamatan, dan lain-lain. 

Untuk tanah-tanah dengan status seperti di 

atas permohonan hak untuk pertama kali di 

Kantor Pertanahan akan diberikan Hak 

Guna Bangunan atau HGB. 

Selanjutnya HGB tersebut bisa 

diajukan peningkatan haknya menjadi SHM 

dengan persyaratan tertentu. Syarat yang 

utama sekali adalah tanah tersebut diguna-

kan untuk rumah tinggal dan dimohonkan 

oleh Warga Negara Indonesia (WNI). 
 

B. Permasalahan 

Dalam pendaftaran Hak Guna Ba-

ngunan menjadi Hak Milik tidak perlu di-

persyaratkan pembayaran Perolehan Hak 

atas tanah dan Bangunan (BPHTB). Me-

                                                           
5
Ibid 

https://www.rumah.com/panduan-properti/perbedaan-antara-shm-dan-hgb-8762
https://www.rumah.com/panduan-properti/perbedaan-antara-shm-dan-hgb-8762
https://www.rumah.com/panduan-properti/perbedaan-antara-shm-dan-hgb-8762
https://asriman.com/cara-mengurus-sertifikat-dari-tanah-girik/
https://www.rumah.com/panduan-properti/perbedaan-antara-shm-dan-hgb-8762
https://www.rumah.com/panduan-properti/perbedaan-antara-shm-dan-hgb-8762
https://www.rumah.com/panduan-properti/perbedaan-antara-shm-dan-hgb-8762
https://www.rumah.com/panduan-properti/perbedaan-antara-shm-dan-hgb-8762
https://www.rumah.com/panduan-properti/perbedaan-antara-shm-dan-hgb-8762
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nimbang bahwa rumah tinggal merupakan 

kebutuhan primer manusia sesudah pangan, 

maka perlu adanya suatu kepastian hukum 

untuk menjamin keperluan rumah tinggal 

bagi Warga Negara Indonesia serta menja-

min kelangsungan hak atas tanah tempat 

rumah tinggal tersebut berdiri. 

Berdasarkan uraian dan latar bela-

kang masalah diatas, maka penulis akan 

mencoba untuk mencari jawaban atas per-

masalahan yang akan penulis angkat, Ba-

gaimanakah pelaksanaan peningkatan Hak 

Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk 

Rumah Tinggal ? 
 

C. Pembahasan 

Dalam perkembangan hak atas tanah 

sebagai konsekuensi dari hak menguasai 

dari negara dalam Pasal 2 UUPA dan untuk 

menjawab kebutuhan nyata yang berkem-

bang khususnya untuk Instansi Pemerintah 

telah ditetapkan hak untuk merencanakan 

peruntukan dan penggunaan tanah yang 

disebut dengan Hak Pengelolaan.
6
 Namun 

demikian untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia, maka tanah erat hubungannya de-

ngan manusia karena manusia membutuh-

kan tempat sebagai rumah tinggal. Dalam 

Keputusan Menteri Negara Agraria / Ke-

pala Badan Pertanahan Nasional No. 6 

Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik 

Atas Tanah untuk rumah tinggal, serta ke-

putusan ini merupakan penetapan pembe-

rian Hak Milik atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 22 ayat ( 2 ) UUPA 

atas semua bidang tanah untuk rumah ti-

nggal kepunyaan perseorangan Warga Ne-

gara Indonesia yang luasnya 600 M2 / ku-

rang yang masih berstatus Hak Guna Ba-

ngunan. Dengan demikian tanah merupakan 

kebutuhan yang penting karena sebagai 

tempat tinggal manusia. 

Peningkatan hak dari Hak Guna 

Bangunan(HGB) menjadi SHM hanya bisa 

dimohonkan apabila penggunaan bangunan 

untuk rumah tinggal dan subjeknya adalah 

                                                           
6
Rachman, Maman 1999. Strategi dan 

langkah-langkah penelitian Semarang. IKIP 

Semarang. 

 

WNI.Jika penggunaan tanah Hak Guna 

Bangunan (HGB)  tersebut bukan untuk ru-

mah tinggal maka tanah tersebut tidak bisa 

ditingkatkan haknya menjadi SHM. Tanah 

tersebut hanya bisa diperpanjang haknya 

apabila jangka waktu HBG-nya berakhir. 

Menurut UUPA jangka waktu pemberian 

Hak Guna Bangunan (HGB)  adalah 25 ta-

hun dan setelahnya dapat diperpanjang la-

gi. Namun perpanjangan Hak Guna Bangu-

nan (HGB)  juga tergantung rencana tata 

ruang wilayah di lokasi, apabila ada peru-

bahan rencana tata ruang maka bisa saja di 

lokasi tidak dapat diperpanjang lagi jangka 

waktu Hak Guna Bangunan (HGB) -

nya.Misalnya di lokasi akan ada pembangu-

nan jalan atau fasilitas kawasan seperti akan 

dibangun pasar, komplek pemerintahan dan 

fasilitas lainnya maka HGB tidak boleh 

diperpanjang lagi. Tetapi apabila di lokasi 

tidak ada rencana pembangunan fasilitas 

daerah maka HGB tersebut bisa diperpan-

jang sampai seterusnya. 

Hak atas tanah memberikan wewe-

nang kepada pemegang hak untuk menggu-

nakan tanah yang bersangkutan, dengan de-

mikian pula dengan bumi, air, dan ruang 

angkasa dan benda lain yang ada di atasnya, 

diperlukan untuk kepentingan yang langsu-

ng berhubungan dengan penggunaan tanah 

menurut Undang-Undang dan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku. Berdasar-

kan hak menguasai dari Negara sebagai-

mana di atas kemudian ditentukan macam-

macam hak atas tanah permukaan bumi, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 

oleh orang-orang baik sendiri maupun ber-

sama-sama dengan orang-orang lain serta-

badan-badan hukum. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat macam-macam hak atas tanah 

sebagai berikut :
7
 

a. Hak Guna Bangunan; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Pakai; 

d. Hak Tanggungan; 

e. Hak Membuka Tanah; 

f. Hak Memungut Hasil Hutan; 

                                                           
7
Ibid  
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g. Hak-hak lain yang tidak termasuk 

dalam hak-hak tersebut diatas ya-

ng akan ditetapkan dengan Un-

dang-Undang serta hak-hak yang 

sifatnya sementara sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 53. 

Hak-hak atas tanah dapat dipunyai 

oleh Warga Negara Indonesia yang dapat 

mempunyai hubungan hukum yang sepe-

nuhnya dengan bumi, air, dan ruang ang-

kasa. Namun demikian hak-hak atas tanah 

apabila yang dipunyai oleh seseorang, ke-

lompok, badan hukum dan lain-lain harus 

berfungsi sosial yang artinya hak atas tanah 

apapun yang ada pada seseorang tidak 

dapat dibenarkan baik dipergunakan atau 

tidak dipergunakan semata-mata untuk ke-

pentingan pribadi, dan apalagi menimbul-

kan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan 

tanah harus disesuaikan dengan keadaannya 

dan sifatnya dari hak atas tanah tersebut, 

sehingga bermanfaat baik bagi kesejahte-

raan dan kebahagiaan yang mempunyai ta-

nah maupun masyarakat dan Negara. Pem-

batasan kewenangan penggunaan tanah a-

dalah sebagai berikut : 

a. Penggunaan hak atas tanah tidak 

boleh menimbulkan kerugian ba-

gi pihak lain atau mengganggu 

pihak-pihak lain. 

b. Penggunaan hak atas tanah tidak 

boleh bertentangan dengan renca-

na tata ruang 

Peralihan hak atas tanah terjadi karena :
8
 

a. Pebuatan hukum pemindahan hak 

Perbuatan hukum hak atas tanah 

yang bersangkutan sengaja di-

alihkan kepada pihak lain. Ben-

tuk pemindahan haknya adalah : 

1. Jual Beli; 

2. Tukar Menukar; 

3. Hibah; 

4. Pemberian Menurut Adat; 

5. Pemasukan dalam Perusahaan. 

b. Pewarisan Tanpa Wasiat 

Dalam hukum perdata jika peme-

gang suatu hak atas tanah meninggal dunia, 

                                                           
8
Ibid 

maka hak tersebut karena hukum berpindah 

kepada ahli warisnya. Peralihan tersebut 

kepada para ahli warisnya yaitu siapa-siapa 

yang termasuk ahli waris, berupa bagian 

masing-masing dan bagaimana cara pemba-

giannya diatur oleh hukum waris almarhum 

pemegang hak yang bersangkutan bukan 

oleh hukum tanah itu. 

Hak milik atas tanah yang dimaksud 

dalam ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 ten-

tang UUPA memberikan wewenang untuk 

menggunakan tanah yang bersangkutan dan 

digunakan untuk kepentingan yang berhu-

bungan langsung dengan penggunaan tanah 

dalam batas-batas menurut Undang-Un-

dang dan peraturan-peraturan hukum yang 

berlaku. Mengingat Hak Milik atas tanah 

dalam perundang-undangan mempunyai fu-

ngsi sosial dan sebagai pelaksana atas 

UUPA dan juga bisa diharapkan mencapai 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Kepastian mengenai isi, batas-

batas hak milik atas tanah dalam 

kaitannya dengan fungsi sosial 

hak milik; 

b. Kepastian mengenai cara-cara 

memperoleh, menggunakan dan 

menikmati Hak Milik yang serasi 

dan seimbang dengan asas dan 

tujuan hak milik. 

Apabila habis jangka waktunya dan 

masih dipunyai atas pemegang hak tersebut 

atas tanah permohonan yang bersangkutan 

diberikan Hak Milik kepada bekas peme-

gang haknya. Untuk lebih mudah mema-

hami apa yang dimaksud hak milik dan hak 

guna bangunan dapat dilihat dari beberapa 

hal sebagai berikut :
9
 

a. Hak Milik 

 Hak Milik adalah hak turun te-

murun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tana 

dengan memberikan kewenangan 

untuk menggunakannya bagi se-

gala macam keperluan selama 

waktu yang tidak terbatas, sepan-

jang tidak ada larangan untuk itu.

                                                           
9
Ibid 
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Terjadinya Hak Milik : 

1. Menurut hukum adat diatur 

dengan peraturan pemerintah ( 

misal : Pembukaan Tanah ); 

2. Berdasarkan Ketentuan Unda-

ng-Undang (misal:Karena Ko-

nversi); 

3. Berdasarkan Penetapan Peme-

rintah. 

Hak milik dapat dibebani dengan 

berbagai hak : 

1. Hak yang langsung dapat me-

nggunakan tanah, ( Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, Hak 

Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha 

bagi hasil dan Hak Menum-

pang ). 

2. Hak yang menanggung suatu 

utang (Hak Hipotik, Hak Hitu-

ngan Kredit) 

Proses peningkatan hak atas tanah 

adalah suatu proses perubahan hak dari Hak 

Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk 

rumah tinggal. Dalam Keputusan Menteri 

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 6 tahun 1998 tentang pembe-

rian Hak Milik atas tanah untuk rumah ti-

nggal agar dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Peningkatan hak atas tanah ka-

rena Hak Milik adalah merupakan hak yang 

terkuat diantara hak-hak atas tanah lainnya, 

sehingga pemberian Hak Milik dari Hak 

Guna Bangunan diartikan sebagaipening-

katan hak yang dilakukan dengan mendaf-

tarkan haknya pada Kantor Pertanahan 

Kota. 

Pemberian Hak Milik ini dilakukan 

secara umum kepada Warga Negara Indo-

nesia yang mempunyai tanah berstatus Hak 

Guna Bangunan dan untuk digunakan se-

bagai rumah tinggal. Selain oleh pemegang 

Hak Guna Bangunan yang tanahnya sudah 

tidak dibebani Hak Tanggungan , seperti 

yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Ke-

putusan Menteri Negara Agraria / Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 

1998 tentang pemberian Hak Milik atas 

tanah yang dibebani Hak Tanggungan dapat 

dilakukan oleh pemegang Hak Guna Ba-

ngunan atas pesetujuan Hak Tanggungan. 

Dalam melayani pemohon yang me-

ngajukan permohonan hak atas tanah, maka 

pemohon wajib membayar uang pemasukan 

sebesar Rp. 50.000. Biaya tersebut diguna-

kan untuk mematikan Hak Guna Bangunan 

sebesar Rp. 25.000 dan untuk biaya pendaf-

taran sebesar Rp. 25.000. Apabila Hak Gu-

na Bangunan dan Hak Pakai diatas Hak Pe-

ngelolaan, maka diperlukan ijin dari peme-

gang Hak Pengelolaan. Jangka waktu yang 

diperlukan adalah 20 hari sejak permoho-

nan pendaftaran itu diajukan.Dalam Kepu-

tusan Menteri Negara Agraria / Kepala Ba-

dan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 

1998, bahwa berlakunya Hak Guna Bangu-

nan yang sudah ada sebelum Keputusan-

keputusan tersebut ditetapkan Hak Guna 

Bangunan ada atau diperoleh sesudah kepu-

tusan tersebut misalnya :
10

 

a. Hak Guna Bangunan pemisah atau 

pemecahannya dilakukan untuk 

perseorangan sesudah tanggal ke-

putusan tersebut; 

b. Hak Guna Bangunan semula ke-

punyaan Badan Hukum dan kemu-

dian diperoleh perseorangan War-

ga Negara Indonesia sesudah tang-

gal termaksud; 

c. Hak Guna Bangunan yang peneta-

pan penerbitannya dikeluarkan se-

sudah tanggal keputusan termak-

sud. 

Hak Milik atas tanah diberikan un-

tuk tanah yang digunakan untuk rumah ti-

nggal, sebagaimana rumah tinggal menurut 

ketentuan yang diatur oleh Menteri Negara 

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasio-

nal melalui surat Edaran tanggal 18 Febru-

ari tahun 1990 No. 500-3460 tentang per-

tanahan. Dalam hal peningkatan Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah 

tinggal pertama kali harus mengajukan per-

mohonan di Kantor Pertanahan Kota. Kepa-

da pemohon yang mengajukan pendaftaran 

tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi

                                                           
10

Ibid 
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Hak Milik harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a.  Surat permohonan hak yang dile-

galisir oleh pejabat yang berwe-

nang; 

b. Surat kuasa, jika permohonannya 

dikuasakan dan bermaterai cukup; 

c.  Sertipikat hak atas tanah (Hak Gu-

na Bangunan, Hak Pakai yang lu-

asnya 600 M2 atau kurang); 

d. Indentitas dari pemegang hak dan 

luasnya serta fotocopy Kartu Tan-

da Penduduk ( KTP ) yang masih 

berlaku; 

e.  Surat Ijin Mendirikan Bangunan ( 

IMB ) atau surat Kepala Desa dan 

Kelurahan yang menyatakan tanah 

tersebut untuk rumah tinggal; 

f.  SPPT PBB tahun terakhir; 

g. Surat pernyataan dari pemohon 

bahwa yang bersangkutan akan 

mempunyai Hak Milik untuk ru-

mah tinggal tidak lebih dari 5 bi-

dang yang seluruhnya meliputi lu-

as tidak lebih dari 5000 M2; 

h. Membayar uang pemasukan kepa-

da Negara. 

Pendaftaran Hak Guna Bangunan 

menjadi Hak Milik yang dimaksud  disini 

adalah pendaftaran perubahan Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Milik yang pem-

berian haknya diproses berdasarkan Kepu-

tusan Menteri Negara Agraria atau Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 

1998 tentang pemberian Hak Milik atas 

tanah yang dapat diperoleh oleh anggota 

masyarakat dengan cara mengajukan per-

mohonan pendaftaran tanah dari Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Milik atas sebidang 

tanah kepada Kantor Pertanahan Kota yang 

meliputi letak tanah dan bangunan yang 

akan dimohonkan menjadi Hak Milik. 

Apabila Hak Guna Bangunan di atas 

Hak Pengelolaan, maka diperlukan ijin dari 

pemegang haknya. Dalam pemeriksaan per-

mohonan pendaftaran tanah, Kantor Per-

tanahan harus mengacu kepada Keputusan 

Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan 

Pertanahan No. 6 tahun 1998 sebagai 

berikut : 

a.  Data yuridis dan data fisik tanah 

yang didaftarkan Hak Milik di-

periksa dengan melihat sertipikat 

Hak Guna Bangunan atas tanah 

yang bersangkutan. Untuk keperlu-

an ini tidak perlu dilakukan pengu-

kuran ulang, pemeriksaan tanah 

atau pemeriksaan lapangan lain-

nya, maupun dokumentasi dari Ins-

tansi; 

b.  Penggunaan tanah untuk rumah 

tinggal diperiksa dengan melihat 

Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 

yang menyebutkan untuk menggu-

nakan bangunan tersebut. Dalam 

hal Ijin Mendirikan Bangunan ( 

IMB) tidak pernah atau belum per-

nah dikeluarkan oleh Instansi yang 

berwenang, maka diperlukan surat 

keterangan dari Kepala Desa atau 

Kelurahan bahwa benar bangunan 

yang berdiri diatas tanah tersebut 

digunakan sebagai rumah tinggal; 

c.  Identitas pemohon diperiksa dari 

KTP atau paspor yang bersangku-

tan. 

Untuk pemberian Hak Milik, maka 

pemohon harus membayar uang pemasukan 

kepada Negara yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan Menteri Negara Agraria atau Ke-

pala Badan Pertanahan Nasional No.4 Ta-

hun 1998 tentang pedoman uang pemasu-

kan dalam pemberian hak atas tanah. Selain 

uang pemasukan kepada Negara, pemohon 

juga harus membayar biaya untuk pembua-

tan sertipikat dan NJOP yang akan diguna-

kan dalam uang pemasukan tersebut pada 

tanggal permohonan pendaftaran. 
 

D. Kesimpulan 

Dari apa yang telah dijabarkan pada 

bab terdahulu, maka dapatlah penulis sim-

pulkan bahwa Pembatasan pemberian Hak 

Milik atas tanah yang dimohon untuk ru-

mah tinggal yang berasal dari tanah Negara 

oleh Kantor Pertanahan adalah sebagai be-

rikut :
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a.  Untuk setiap bidang tanah yang 

dimohonkan luasnya tidak boleh 

lebih dari 2000 M2; 

b. Setiap pemohon dibatasi pemilikan 

Hak Milik atas tanah untuk rumah 

tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bi-

dang tanah yang luas keseluruhan-

nya 5000 ( lima ribu ) M2. 

Dalam proses pelaksanaan pembe-

rian Hak Milik atas tanah berstatus Hak Gu-

na Bangunan adalah sebagai berikut : 

a. Pemohon mengisi surat permoho-

nan; 

b. Permohonan dilampiri dengan se-

rtipikat tanah yang bersangkutan; 

c. Adanya bukti penggunaan tanah 

untuk rumah tinggal; 

d. Foto copy SPPT PBB; 

e. Identitas pemohon diperiksa, se-

suai atau tidak dengan kepemili-

kan tanah yang dimohon; 

f. Bukti perolehan hak atas tanah 

dan bangunan; 

g. Dokumen lengkap diserahkan pa-

da loket III; 

h. Setelah diloket III pemohon da-

tang ke loket IV untuk melaku-

kan pembayaran; 

i. Lalu Kasubsi Pendaftaran Hak 

dan Informasi ( PHI ) meneliti 

dokumen; 

j. Setelah disetujui Kasubsi Pendaf-

taran Hak dan Informasi ( PHI ) 

dokumen diserahkan pada seksi 

Pengukuran dan Pendaftaran ta-

nah kemudian diserahkan kepada 

Kepala Kantor Pertanahan; 

k. Kepala Kantor Pertanahan me-

neliti kelengkapan permohonan 

dan diganti dengan sertipikat ba-

ru, kemudian diserahkan kembali 

pada Kasubsi Pendaftaran Hak 

dan Informasi ( PHI ); 

l. Untuk Kasubsi PHI mengadakan 

pembukuan dan menyerahkan ke-

pada petugas loket VI; 

m. Petugas loket VI mengembalikan 

kepada pemohon yang bersang-

kutan.
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